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BAS X1
WETENTUAN PENUTUP
Pasal 1

Hal-hal yang belum dialur datam Peraturan Dasrah ini, sepanjang mengenai tekmis
palaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulaj berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sefiap orang dapat mengetahuinya, memerntahkan Pengundangan Feraturan
Daerah i dengan penempatannya dalam Lembaran Deerah Kabupaten Cgan
Komering W,

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 21 April 2006
BUPATI OGAN KOMERING ULU,

EDDY YUSUF
Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 21 April 2006 1

Flt. SEKRETARIS-DAERAH KABUPATEN

X,{IGAH ERING ULL),
L“-—-_
SUPRKIADI ?AZID

LEMEARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2606 NOMOQR 16 SERIE



PERATURAN DAERAH KABUPATEN
0GAN KOMERING LLU
NOMOR 16 TAHUN 2006
TENTANG
PEDONAN PEMEENTUKAN BADAMN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING LILL,

@

bahwa dengan telah  ditatapkanmya  Peraturan  Pemerintsh
Republik Indonesia Mormar 72 Tahun 2008 tentang Desa dan
Undang - Undang Repubitk Imdonesiz Momor 37 Tahun 2004
tentang Permerintahan Dasrah, maka dipandang perly meningay
darn  menyempurnakan Feraturan Daerah Kabupasten Ogar
Kamering Wy Momer 37 Tahuen 2000 tenizng Pembenlukan
Badan Panwakilan Desa;

Menimbang

b. bahwa sehubungan dengan maksud di atas dan sasuai pasal 210
ayat {4) Undany — Undang Repuklik Indonesia Momer 32 Tahun
2004 temtang Pemervintahan Daeerah Jo Pasal 42 Paraturan
Pemerintah Womar 72 Tahun 2006 tentang Desa, dipandang
petu mengatur Pedoman Pembentukan Badan Pemusyawaratan
Desza;

c. bahwa untuk mealaksanakan mzaksud ssbagaimana ersshut pada
huruf b di atas, perdu ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Kabuparen Ogan Komedng U,

Mengirgat : 1. Undang — Undang Republik Indonesia Nomer 28 Tahun 1558
tentany Pembentukan Dasrah Tingkat || dan Kotapraja di
Sumatera Selatan (Lembaran Magara Republik [ndatesia Tahun
1958 Nomor 73 Tambahan Lembaran Magara Bepublik Indonesia
Momor 1321):

2. Undang — Undang Republik Indonssia Mormor 10 Tahun 2004
tentang Peambeniukan  Peraturan Perundang - Undangan
iLambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Mamor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43659} ;

3. Jndang — Undang Republik Indonesia Momor 22 Tahun 2004
tentang Pemerntahan Daerah  (Lembaran Megara Fepublik
Indoresia Tahun 2004 Nomere 125 Tambahan Lembaran MNegara
Republk Indonesia Nomor 4437 3,

4. Undang - Undang Republik Indorasia Nomaor 33 Tahun 200
tentang Perimbangan Keuangan entara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Dacrah (Lembaran Negara Republik Indoneasia Tahun
2004 Momor 128, Tambahan Lembaran Megara  Republik
Indonesia Nomaor 4438);

£ Peraturan Pemerinlalt Bepublik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000
tantang Kewenangan Pemsgrintah dan Kewshangan Pmopinei
sebagal Daerah Otonarm {Lembaran Megara Republik Indonesia
Tabun 2000 Momor 54, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesia Nomor 3952) ; .

&, Paraturan Pemefntah Republik Indonssia Momor 72 Tahun 2005
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Momuor 158, Tambahan Lembaran Megara Repuablik indonesia
Mammar 4587).



Dengan Parsatujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAY DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING UI_U
dan
BLPATI OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DGAN KOMERING ULU

TENTANG PEDOMAM PENWBEMNTLUIKAN SADAN
PERMUSYAWARATAN DESA,

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Ciatam Peraturan Daerah ind yang dimaksud dengan

R

8.

Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Kamering Ul

Pemerintan Kabupaten adalah Pemeriniah Kabupaten Ogan Kemering Ulu;

Burati adakah Bupati Ogan Kemering Ul

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mamiliki batag-batas wilayah vang
berverang unfuk mengamr dan mengurus kepentingan masyarakat seternpat.
herdacarkan asalusul dan adat istiadat setemoat yang diakei dan dihormati dalam
sisfiim pemearirtahian Megara Kesatuan Republik Indonesia;

Kawazan petdessan  adalah  kawasan  yang  mempu myai kegiatan utama
pertanian termasuk pengaloizan sumbad daya alam dengan susunan fungsi kawasan
sebagai tempat pemukiman pedesaan pelzyanan jasa pemerintahan . pelayanan
sosial.dan kegiatan ekonami;

Pemerintshan Desa  adalsh  penyslenggararaan  urusan  pemerintahan  oleh
pemaorintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatir dan mergurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat
yang diakui dan dihormati dalam sistern  Pemetintahan Megara Kesatuan
Repuhlik iIndcnesia,

Femerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Dasa sebagat unsur
panyelenggara Perenntahan Desa;

Badan Perrmusyawaratan Deza yang selanjuinya disebut BFD acalah lembaga yang
merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pamerintahan  desa
sebagal unaur penyelenggars Pemerintahan Desa;

Dusun adalak bagian wilayah daiam Desa yang merupakan lingkungan kerja
pelaksanaan Pemenintahan Deca.

BAE Il
KEDLIDUKAN , FUNGSI, DAN WEWENANG
Bagian Partama
¥edudukan
Pasal 2

BEPD herkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.




Bagian kedua
Fungsi
Fasgal 3
. dan
BPD hartungsi menstapkan Peraturan Desa hersama Kepala Desa, menamoung.
menyalurkan aspirasi masyarakat.

Bagian ketiga
YWewenang
Paazal 4

BFD mampunyal wawenang

Memoghas rancangan Peramran Desa barsama dengan Kepala Cesa;
Melaksanakan pengawasan techadap pelaksanaan Paalran Desa dan Meraturan
kKepala Desa .

Mengusulkan penganghkatsn dan pemberhantian Kepala Desa;

tlembentuk panitia pernilhan Kepala Desa; -
Menggali, menampung, menghimpun. merumuskan, dan menyslurkan aspras
masyarakat; _

Manyusun tata tertib BPC.

B M

BAB I
HaK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN BPD
Bagian Pertams
Hak-hek BPD
Pasal 5

Untuk melaksanakar fungsl dan wewenang sebagaimana dimaksud pasal 3 dan
pasal 4, BFD mempunyai hak sebagai barikut :

1. BFD mempuryai hak :
a. Meminta keterangan kepada Kepala Desa;
b. Menyatakan pendapat.

2. Angoota BPL mempunyai hak :
Mengajukan rancangan Peraturan Desa:
Mengajukan pertanysan;
Meryampaikan usul dan pendapat;
Mamilih dan dipilik: dan

hdgnperolah tUnjangan.

=N =

Bagian Kedua
Kewajiban BPD
Pazal &

Anggota BPD mempunyai kewaitban sebagai harikut -

1. Mengamalkan Pancasilamelaksanakan Undang-Undang Dasar Megara RI tabun
1845 dan mentaati seqala Peraturan Perundang-undangan;

2. Melaksanzkan kehidupan Demokrasi calam penyelenggaraan Pemerintaban Nesa:

3 Mempernanankan dan memelihara Hukum Nesional serts keuvtuhan Negara Masatuan
Rapublik Indonasia;

4. Menyerap,menampung,menghimpun,dan menindak lanjuti azpirazi masyarakat.



Memproses pemilihan Kepaka Desa;

Mendahulukan kepentingan urumn diatas kepentingan pribadi, kclompok, dan
golangan:

Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat-istiadat masyarakat setempal.
Menjaga nomma dan ctika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

o o

Bagian Ketlga
Larangan BPD
Pasal ¥

(11 Pimpinan dan Anggata BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebapai Kepala
Desa dan Perangkat Desa.

{2) Pirpinan dan Angpata BPD dilarang :

g GSebagai pelaksana prayek Desa;
b. Merugikan kepentingan umum, meresabkan sekelompok masyarakat dan
mendiskriminasikan warga Megara atau golongan masyarakat lain:

e Melakukan Korupsi folusi dan Mepatisme dan manerima uang, barang dan { atau
jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang
akan dilakukannya;
Menyalahgunakan wewenang, dan
. Melanggar sumpahijonji jabatan.

BAEIV
SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

Baglan Partama
Susunan
Paszal &

=3

im

{13 Anggata BPD adalah wakil dari penduduk desa kersangkutan berdasarkan
keterwakilan wilayah Dusun yang ditetapkan dengar cara musyawarah mufaka,

2y Anggota BPD sebagaimana dimaksud  ayat (1) terdin dari Ketua Rukun Warga,
Pcmangky Adat. Golongan Profesi, FPamuka Agama dan tokoh atau Petnuka
Masyarakat lainnya.

Pasal 9

Jurmiah Anggata BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil paling sedikit 3 {lima) orang dan
paling banyak 11 {zebelas) orang dengan ketentuan !

Jumlah penduduk sampai dengan 3000 jiwa, & {limaj orang anggota;

Jumlah penduduk 300H sampai dengar 5000 jiwa, 7 {fujuh) orang anggots;

Jurlah pendudus 5004 sampai dengan 7000 jiwa, 9 [sembilam ;rang angqota;
Lebih dari 7000 jiwa , 11 (sebelas) orang anggota;

Jumlah keangpotazn BPD sekurang-kurangnya 1( satu} orarg yang rmewakili tiap
dusun.

Uh e Lo RO =



Bagian Kedua
Keanggotaan
Pa=al 10

{11 Untuk dapat dipiih menjadt Anggota BPD adalah panduduk UDesa YWarga Negara
Republik Indanesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Bertagwa kepada Tukan Yang Maha Esa;

b Setia dan taat kepada Pancasila, Undang - Undang  Dasar 12445, Negara dan

Pemerintah Republik Indonesia,

Berpencidikan dan berijazah S0 atau sedarajat;

d. Bariamar paling rendahb 21(dua puluh satu} tabun dan paling tingoi 56 dima polub

enam] lahun ataw sudeh kawin |

Sehat jazmani dan rohant yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter

Myata-nyata tilak terganggu jiveafingatannya:

Tidak pemah dihukum karema melakukan tindak pidana kejahatan dengan

hukurnan paling sedikit & {lima) tabune

Barsadia dicalonkan menjadi Anggota BPD,

Mangenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat didaerabnya, sekurang-

kurangriva bertempat tinggal selama 1 jsatu} tahun didcsa bersangkutan dan

terdaftar sebagai penduduk desa setempal.

j. Untuk pegawai Negerifawasta harus mendapat persetufian  teridlis  dar
atasanfinstansi;

k Tidak dicabul hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah
memparoleh kekuatan Hukum tetap.

n

@

=

(21 Persyaratan sebagaimane tersebut pada ayat (1) ditvangkan dalam surat pemyataan
yang bersangkutan atau dari Instansi yang berwenang.

Fasal 11

(1) Paresmian Angguta BPD sebagaimana dimaksud dalarm pazal 8 ditetapkan dengan
Kepuiusan Bupafi.

(2) Anggota BPD gebolum memangku jabatannya mengucapkan sumpahfjanji secara
hersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu olsh Bupati atau pajabat yang
ditumjuk,

Pagat 12

Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam} tahun dan dapat dianghkatidiusulkan
kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan Berikamya.

Bagian Ketiga
Pimpinan BPD
Paszal 13

{1} Fimpinan BPD terdir dan 1 (a&tu) crang kckua, 1 {satu] orang wakil ketua, dan 1
{zaru) arang Sekretaris.

{2} Pimpinan BFD sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) dipiih dan dan oleh Anggota
BPD =ecara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khugus,




[

{31 Selama Pimpiran BPD belom terbentuk rapat-rapat untuk sementara waktu dipimpin
cleh Angoata yang tertua dibantu aleh Anggata yang termuda.

{4} Dalarn hal anggota yang terua dan / atau yang temnuda berhalangan hadir
sebagaimana dimaksud ayat (3) penggantings adalah anggota yang tertua dan atau
anggota tennuda usianya yang hadir dalam rapat tersebut.

{51 Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin aleh Anggoia tertea dan
dibantu aleh Anggota yang termuda.

{51 Tata cara pemilihan Fimpinan BPD diatur dalam peraturan tata terti: BPC.

Pazsal 14

Dalam melaksanakan tugasnya Pimpinan BPD dibantu oleh Anggota BFD.

Pasal 15

{1} Rapat BPD dipimpin cleh Pimpinan BFD.

{2} Rapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadin oleh
sekurang-kurangnya ¥ (satengah) dan jumlah anggeta BFD dan keputusan
ditctapkan betdasarkan suara terbanyak,

{3) Dalam hal tertaniu rapat BPD dinyatakan sah apabia dihaditi cleh sekurang-
kurandnya 203 (dua pertiga} dari jumiah Anggota BPD, dan keputusan difemphkan
dengan parsstujuan sekurang-kurangnys lekih daii 22 setangah) Anggota BPD yang
hadir.

(41 Hasil rapal BPD ditetapkan dengan keputusan BT dan dilengkagd dengan notulen
rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD

Bagian Keempat
Alat Kelengkapan BPD
Fasal 16

{1} Alat Kelengkapan BPD terdin dari :
a. Pimginary
h. Pandia-panitia.

(=) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1} Pasal ini diatur
dziam tata tertib BFL.

BAB Y
MEKANISME MUSYAWARAH
FPENETAFAN ANGGOTA BPD

Pasal 17

(1) 6 (gnam) bulan =ebelom berakhimys masa jabalan anggola BPD, Kepala [Desa
mengumumkan kepada masyarakat tentang akan berakhirnya masa jakbatan Anggota
EFC dan akan dilaksanakan pengangkatan Anggota BPD periode bharikutnya.

(213 {liga} bulan sehelum berakhirnya masa jabatan Anggota BPD, Dusun lelah
mengajukan calon Anggota BPD Wakil dan Dusun yang bersanghutan yang lelah




B |

memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Fasal 10 ayat (1) kepada Kepala Dosa
minimal 1 {sak) orang calon.

{3)Calon Anggots BPD wakil dari Dusun sebagaimana dimaksud ayat (2 dietapkan
aleh kepala Desa sasuai dengan jumlah kuota secara propersional,

{4} Penoajuan calon Anggaota BPD wakil dad Cusun sebagaimana dimarsud ayat (2}
herdasarkan hasil musyawarah Dusun.

5} Musyawarah Dusun sebagaimana dimaksud ayat (4) difasiiitasi oleh Pemerintah
Desa dan dihadiri cleh setap kepala keluarga dalam dusun yang bersangkutan .

Pa=al 18

(1} Calon Anggota BPD wang diajukan ¢ divsulkan dari masing — masing Dusun
dimusysrwarahkan dalam musyawarah Deea yang dipimpin olah ¥epala Deea.

{21 Musyawarah Naesa sebagaimana dimaksud ayat (1) menetapkan  Caion Anggota
BPL[ sesuai dengan ketentuan Masal 9.

(31 Musyawarah Desa sebagaimana dinaksud ayat (1) dihadin olah perangkat Cesa,
Tokoh Pemuda, Ketua Rukun Warga, Pernangku Adat, Golongan Profesi, Pemaka
Agama, dan Tokoh Masyarakat lainnya yang mencerminkan ketervwakilan wilayah /
Chisun masing — masing yang difasilitasi nleh Pemenntah Desa.

(4] Hasit musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat {1) ditvangkan dalam Berita
Aara.

Pasal 19

Calon Anggeta BPD hasil musyawarah Desa wajib menyampaikan  persyaratan
administrasi sabagaimana pasal 10 ayat (1) dar menyerahkan data -

a. Surat Parnyataan bersedia menjadi Angacta BPD:
k. Daftar rinvayat hidup;
c. Surat keterangan domigili/kTF.

Pasal 20

{1t Berita Acera hasil musyawarah Desa sasbagaimana dimaksud Pasal 18 apat (4]
disampaikan akeh Kepala Desa kepaca Bupati melalui Camat,

{2} Apahila calon Anggota BPD yang aiajukan kepada Bupab bdak memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1), maks Kepala Desa harus
melaksanakan kembali musyawarah desa untuk memilib calon Angoola BPD yang
memgubi persyaratan.

BAE V1 - e
FENGGESAHAMN PEMETAPAN ANGGOTA EPD
Pasal 21

Penstzpan Anggota BPD hasil musyawarsh Desa sebagamena dimaksud Mazal 19
ditetapkan dengan Kepulusan Bupati. :



BAG VI
TATA CARA SUUMPAH 7 JANJI ANGGOTA BPD
Pagal 22

Bebelum memangky jabatan Anggota BPD bersumpah/benan secara bersama sama
dihiadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Paszal 23

Bunyi sumpah / janji Anggota BPL sebagaimana dimaksud Pasai 22 adalah sebagai
berikul, ;

“Demi Aflah (Tuhan sava bersumpatberami befive zaya akan mernenuhi
kewaian sava sebagal Anggola (hetuwswabkll ketwa. Sekretardz] AP dengan
sebajle-baiaya dan scadil-adifings.

Balwa saya akan memeganyg leguh Pancasila dan menegakikan Undang-Undang
Dasar 1945 serds Peraturan Panywiang-undangan yang berlaku dar adaf ssifacat
Desza

EBahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrast scrte Horbakl heopeds
Eangsa. Negara Fesatusn Republit Indonesia’

BAB il
KEUANGAN
Fasal 24

1) Pimpingn dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan
keuangan Desa.

{2} lunjangan Pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetaphkan
dalam Anggaran Pendapatan dan Balanjz Desa.

Pasal 25

(1) Untuk kepetluan kegiatan BPD disediakan biays operasional sesuai cengan
kemarmpt.an keuangan Desa vang dikelola oleh Sekretaris BPD.

(2) Biaya sebagaimana dimeksud ayat {1 diislapkan setiap tahun dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Cresa.

(3) Kedudukan keuangan BPD diatur dalam Peraturan Desa.

BAR IX
TINDAKAN PENYIDIKAN DAN
FEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD
Bagian Partama
Tindakan Penyidikan
Pasal 26

(11 Tindakan Pemyidikan terhadap Anggota BPD  dilaksanakan setglah  adanya
rersetuivan tertulis dar Bupati.



(21 Hal hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1] yaitu -
a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan .
b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan Pidana
mati.

(3% Hasil panyidikan sebapaimatia dimaksud pada ayat (1) dan (2} dilaporkan secara
tertdlis kepada Bupati selambat-lambatnya 2 X 24 jarn.

Bagian Kedua
Pamharhentian Anggota BPD
Pasal 27

{1} Anggota BPD berhert karena

a. Meninggal dunis;
b, Perninisan sendir secara tertulis kepada Bupati;
c. DHperhentkan.

{2 Anggota BPD dibathentikan zabagairtana dimaksud ayat {1p huruf ¢ kargna:

Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Pejabat yang baru:

Berempat tinggal diluar wilayah yang bersargkuian;

Tidak lagi memanuhi syarat-syaial sebagaimana dimakaud pasab 10 ayat (1),
Dinyataken melanggar sumpahfjan]i sebagai Anggoia BEPLC:

Terkena larangan sebagaimana dimaksud pasal 7 Paraturan Caerah ini.

Pae o

Pazal 28

{1 Apabila {etjadi pemberhentian Aanggota BPD sehagaimana dirmaksud Pasa: 27, maka
Kepals Desza hams melaksanakan musyawarah Desa untuk rnermilin pengganti
Anrgata BPD.

[2) Masa jabatan Anggata BRFD sehagaimana dimaksud ayat 1) sampai dengan
berakhimya maza jahatan Anggata BPL yang digantikannys

BAE X
TATA TERTIB
Pasal 29

Meraturan tata tenis BPD ditentukan berdasarkan hasil musyawarah dan ditetapkan
dengan kepuiisan BPLD dengan bepedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-
uhdangan yang bedaku.
BAB X
KETENTUAN FERALIHAN
Pazal 30

i1y Anggata BPD yang ada pada saat ini terap menjalankan fugas sarmpal hahis masa
jabatannya.

i2y Dengan berakunya Peraturan [iaerah ini rzka Peraturan Daerah Kabupater: Ogan
Kemering Ul Nomar 37 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badar Parwakilan Desa
dan aturan pelaksanaannya, dinyatakan tickak Bemaky ol
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BAB XH
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja

pada tanggal, 21 April 2006

BUPATI OGAN KOMERING ULU,
ik

EDDY YUSUF -~

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 21 April 2006

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2006 NOMOR 16 SERIE



